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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu 

pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk perencanaan tahun 2024, 

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan  Peraturan Bupati Klungkung 

Nomor 29  Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Klungkung Tahun 2024. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan 

triwulan ll Tahun Anggaran 2024, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan 

kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2024. Perbedaan 

asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi 

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih 

tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Perbedaan-perbedaan dan kondisi tersebut perlu ditindak lanjuti melalui perubahan 

RKPD untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan 

Daerah. Perubahan RKPD ini memungkinkan dan sesuai dengan pasal 343 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi  



Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: 1) perkembangan yang 

tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi 

daerah dan keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan  

RKPD berkenaan dan/ atau, 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 

tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung selanjutnya menjadi pedoman 

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Memperhatikan 

ketentuan pasal 17 ayat (2)  Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman 

kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, pasal 25 ayat 

(2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman 

penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan 

penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUPA dan Perubahan PPAS 

untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024. 

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri 

sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan 

RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun 

perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada 

renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1.Perkembangan 

keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah yang 

berdampak  



terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target 

kinerja dan pagu kegiatan, serta pagu Sub Kegiatan  penambahan atau penghapusan 

kegiatan; 2.Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, 

perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan.  

 

 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Dasar hukum penyusunan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 

adalah:  

1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3) Undang-Undang  Nomor 25 Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia; 

7) Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur; 

8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 



10) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengunaan Tenaga Kerja 

Asing; 

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang 

Penempatan Tenaga Kerja; 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang 

melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

14) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penumbuhan 

dan Pengembangan IKM. 

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

16) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 ahun 2018 tentang Tata Cara 

Pengunaan Tenaga Kerja Asing; 

17) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Penghentian dan Larangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

19) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelengaraan Pemerintah Daerah; 

20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

21) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan 

Kerja; 

22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 



23) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025; 

24) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033; 

25) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

26) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Bupati Nomor 

74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 

27) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Klungkung nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026; 

28) Peraturan Bupati Klungkung Nomor … Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Semesta Berencana 2024. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renja Perubahan Disnaker  Kabupaten Klungkung Tahun 

2024 adalah untuk : 

a. menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman 

dalam penyusunan RKA Perubahan Disnaker Tahun Anggaran 2024. 

b. menyediakan tolak ukur penilaian kinerja Disnaker Kabupaten Klungkung 

Tahun 2024.  

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Disnaker Kabupaten 

Klungkung Tahun 2024 adalah : 

a. Untuk merumuskan program,  kegiatan  serta Sub Kegiatan dan target 

kinerjanya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disnaker Kabupaten 

Klungkung selama tahun 2024 dan sejalan dengan target dan prioritas 

daerah. 

 

 

 

 



b. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran. 

c. Untuk menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan 

pembangunan daerah. 

 

1.4. Sistematika Dokumen RKPD 

Renja Disnaker Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 

1. BAB I PENDAHULUAN terdiri dari : 

1.1 Latar belakang 

1.2 Landasan hukum 

1.3 Maksud dan tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

2. BAB II  EVALUAS RENJA PERANGKAT DAERAH 

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daeerah sampai dengan Triwulan 

ll. 

2.2 Isu-Isu Penting yang terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD 

 

3. BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD 

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 

3.3 Program dan Kegiatan 

 

4. BAB IV PENUTUP  

5. Lampiran-lampiran 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 

 

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ll 

Untuk menjamin konsistensi dan fokus SKPD dalam mengupayakan 

pencapaian target program kegiatan sesuai tugas dan fungsinya maka dalam 

pelaksanaannya perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

Renja SKPD. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 303 ayat (1) mengamanatkan kepada perangkat 

daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah 

kabupaten/kota, maka Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi 

terhadap Renja SKPD sebagai bahan masukan untuk melaksanakan evaluasi terhadap 

RKPD.  

 

Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kabupaten/kota mencakup program dan 

kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi 

tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA SKPD yang digunakan 

untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan 

kendala yang dihadapi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja 

program dan kegiatan Renja SKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka 

mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan 

tahunan daerah lingkup kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

Disnaker melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Tahun 2024. Evaluasi Renja 

Dinas  

 

 



KetenagakerjaanKab.Klungkung untuk Triwulan II Tahun 2024 mempergunakan 

dokumen dasar penilaian yaitu Renja dan DPA Disnaker Tahun Anggaran 2024. 

 

 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja SKPD Dinas KetenagakerjaanKabupaten 

Klungkung Tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Konsistensi penyusunan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Klungkung dengan pelaksanaannya (DPA SKPD) telah terbangun cukup baik 

yang terlihat dari kesesuaian program kegiatan  serta Sub Kegiatan yang 

dirancang dari Renstra SKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD.  

Total rata rata capaian kinerja dari seluruh program pada Renja Disnaker Kabupaten 

Klungkung Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 78,23 % dengan predikat 

kinerja Sedang, sedangkan tingkat serapan anggaran sebesar 43,82 dengan peredikat Sedang, 

rata - rata capaian indicator  kinerja Program sebesar 78,23 % dengan predikat Baik  

Kegiatan sebesar Rp. 63,96 % dengan predikat Baik dan Rata – rata capaian Sub 

Kegiatan sebesar  Rp. 60,05 % dengan predikat kinerja  Baik   adapun table tersebut 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 

Adapun capaian target kinerja program/ kegiatan / Sub Kegiatan  dan penyerapan 

dana renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sesuai bidang urusan, 

adalah sebagai berikut : 

1.   Bidang Urusan Tenaga Kerja  

Dengan didukung 4 program, total rata rata capaian kinerja dan anggaran program bidang 

urusan ketenagakerjaan yaitu sebesar 82,79  % dengan predikat kinerja sangat Baik sedangkan 

anggaran sebesar 44,04 dengan predikat sedang ( S ). Program bidang urusan ketenagakerjaan 

yaitu antara lain:  

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan total rata 

rata capaian Indikator kinerja  dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : dengan 

capaian indicator kinerja sebesar  100 % berpredikat kinerja Baik ( B ). dan capaian 

serapan anggaran sebesar  54,62  % dengan predikat kinerja  Baik (B) 

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga kerja, dengan total rata rata capaian 
Indikator kinerja  dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu :  capaian Indikator  
Kinerja sebesar 50,00 % berpredikat kinerja baik ( B ). dan capaian serapan anggaran 
sebesar 14,46 % dengan predikat kinerja  Sedang (S) 

 

3) Program Penempatan Tenaga Kerja, total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari 

seluruh kegiatan yaitu : Capaian indicator kinerja  sebesar 131,17 % dengan predikat 

kinerja sangat Baik ( SB ). dan capaian serapan anggaran sebesar 24,44 % dengan 

predikat kinerja  Sedang (S) 

 

4) Program Hubungan Industrial, total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari 

seluruh kegiatan yaitu : Indikator kinerja  sebesar 50,00 % dengan predikat 

kinerjasedang Baik ( B ). dan capaian serapan anggaran sebesar  25,35 % dengan 

predikat kinerja  sedang (S). 

 

 

2. Bidang Urusan Ketransmigrasian 

Bidang Urusan Ketransmigrasian pada Renja Dispernaker Tahun 2024 didukung 1 program 

Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan . Total rata rata 

capaian kinerja dan anggaran program bidang urusan ketransmigrasian adalah sebesar 60,00 % 

dengan predikat kinerja Baik (B) dan capaian Anggaran sebesar 21,18 % dengan 

predikatSedang    ( S ).  Program bidang urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yaitu antara 

lain: 

1). Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan total rata rata capaian 

Indikator kinerja  dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : dengan Indikator kinerja 

60,00 %  berpredikat kinerja Sangat Baik. dan capaian serapan anggaran sebesar  21,18 

% dengan predikat kinerja  sedang (S). 



 

 

Pada umumnya dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas 

KetenagakerjaanKabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tidak 

terdapat kendala-kendala yang bersifat prinsip yang dapat menghambat pencapaian 

kinerja dan penyerapan anggaran. Predikat kinerja dan anggaran dari seluruh program/ 

kegiatan serta Sub Kegiatan yang Sangat Rendah disebabkan karena program/ kegiatan 

dan Sub Kegiatan umumnya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai rencana 

aksi mengingat baru pulih dari situasi pandemi covid19. 

 

 

2.2 Isu-Isu Penting yang terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Bidang Ketenagakerjaan 

1) Sistem informasi Tenaga Kerja belum terbangun sebagai landasan kebijakan 

Tenaga Kerja; 

2) Informasi pasar tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah masih 

kurang update; 

3) Masih terbatasnya fasilitasi bursa kerja; 

4) Masih lemahnya link and match antara lembaga pendidikan dengan 

kualifikasi kebutuhan dunia kerja; 

5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi Tenaga 

Kerja; 

6) Rendahnya minat kewirausahaan guna penciptaan lapangan usaha dan 

lapangan kerja mandiri; 

7) Rendahnya kesadaran dan pemahaman tenaga kerja tentang pentingnya 

peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan; 

8) Masih terbatasnya jaringan kerja dengan Lembaga Diklat dan Lembaga 

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja; 

9) Rendahnya minat kewirausahaan di kalangan generasi muda; 



10) Rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif perusahaan menerapkan norma 

K3; 

11) Rendahnya kesadaran perusahaan mematuhi perundang-undangan 

mengenai Tenaga Kerja; 

12) Lemahnya kapasitas pengawasan penjaminan sosial tenaga kerja; 

13) Sistem imbalan yang relatif kompleks dengan banyak variabel tunjangan 

yang masing-masing mempunyai potensi menjadi sumber perselisihan;  

14) Banyaknya pekerja berdasarkan kontrak kerja atau tenaga kerja outsourcing 

yang tidak memberikan kepastian untuk dapat terus bekerja; 

15) Tidak seimbangnya pertumbuhan pencari kerja dengan kesempatan kerja 

yang tersedia; 

16) Masih lemahnya pemetaan kebutuhan calon tenaga kerja/tenaga kerja 

terhadap diklat dan pemagangan 

 

Bidang Transmigrasi 

1)  Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Transmigrasi, baik 

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; 

2)  Lemahnya sosialisasi terkait ketransmigrasian, baik transmigrasi daerah 

pengiriman maupun daerah penerima; 

3)  Belum adanya perencanaan yang matang dari pemerintah daerah penerima 

terhadap kehadiran transmigran; 

4)  Animo masyarakat bertransmigrasi bersifat musiman. 

 

1. Isu strategis urusan ketenagakerjaan meliputi: 

- Peningkatan produktivitas tenaga kerja usia muda 

- Peningkatan profesionalisme tenaga kerja pariwisata 

 

2. Isu strategis urusan transmigrasi meliputi: 

Peningkatan minat bertransmigrasi melalui pengembangan potensi ekonomi 

daerah tujuan transmigrasi. Adanya animo masyarakat untuk bertransmigrasi 

yang disebabkan oleh keterbatasan lahan. 



 

BAB III 

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja  

Dinas KetenagakerjaanKabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di 

Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 

2021 menyelenggarakan tiga bidang urusan pemerintahan yaitu bidang urusan 

wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan, bidang urusan transmigrasi dan 

Sumber Daya energi Minerelar. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, 

Disnaker harus sejalan dengan RPD Kabupaten Klungkung. Berdasarkan hal 

tersebut serta sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan  menetapkan 

tujuan dengan dua sasaran seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Rensra  mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Klungkung 
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Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 

 

Sumber: Renstra Disnaker 2019-2024 

 

 

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah 

Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran 

strategi. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dalam 

perubahan renja tahun 2024 di masa pemulihan pandemi adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Ketenagakerjaan 

 Melaksanakan monitoring terhadap Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang 

ada di Kabupaten Klungkung untuk tetap melaksanakan kegiatan 

pelatihan dengan menggunakan metode jarak jauh dengan 

memanfaatkan internet (daring) dan tetap menerapkan protokol 

kesehatan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan. 

 Melaksanakan pendampingan dan monitoring penerima manfaat kartu 

prakerja dengan menerapkan protokol kesehatan pada program 

peningkatan kompetensi tenaga kerja. 

 Melaksanakan monitoring terhadap jumlah tenaga kerja pariwisata untuk 

sertifikasi kompetensi. 

 Memberikan pelatihan wirausaha baru dan pelaksanaan padat  karya bagi 

tenaga kerja. 

 Pembinaan dan sosialisasi secara langsung kepada perusahaan terkait 

dengan regulasi, sarana hubungan industrial dan jaminan sosial 

ketenagakerjaan melalui media online dan penerapan protokol kesehatan 

di setiap operasional kegiatan. 

 



2. Bidang Ketransmigrasian 

 Melaksanakan monitoring  dan koordinasi terhadap animo transmigrasi 

melalui media telepon dan whatsapp atau media elektronik lainnya. 

 

 

 3.3  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 memuat rencana program,  kegiatan 

dan Sub Kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk 

dianggarkan dalam perubahan APBD. Pada tahun 2024 Disnaker Kabupaten 

Klungkung merencanakan 5 (lima) program, 12 ( dua belas )  kegiatan  dan 16 

(enam belas) sub kegiatan. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu 

strategis pada Disnaker Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang 

difokuskan pada: 

1. Bantuan Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja Ke Luar Negeri. 

2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar 

tenaga kerja. 

3. Sertifikasi Tenaga Kerja. 

4. Peningkatan pembinaan dan koordinasi terkait dengan ketransmigrasian; 

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan  Disnaker Kabupaten Klungkung 

Tahun 2024 diuraikan pada tabel sebagai berikut :  

 

 

 

 



 



 



 



 



 














